ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021
tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya [lmiah Perspektif
Ketatanegaraan™ ini ditulis oleh Frenty Oktasari, NIM. 126103201066,
Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024,
Pembimbing Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Kepengarangan Yang Tidak Sah, Integritas Akademik, Karya lImiah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021
tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, pengaturan masih
belum memadai untuk mengatasi fenomena joki skripsi sehingga terkendala dalam
pengimplementasiannya. Maka, peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis
pengaturan kepengarangan yang tidak sah dalam Permendikbudristek Nomor 39
Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis
kelemahan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik
dalam menghasilkan Karya Ilmiah untuk mencegah dan menanggulangi
kepengarangan yang tidak sah? 2) Bagaimana politik hukum pelanggaran integritas
akademik kepengarangan yang tidak sah?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif dengan sumber data utama dari peraturan perundang-undangan.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Sedangkan,
metode analisis data dilakukan dengan menganalisa data menggunakan metode
deskriptif data analitis, penafsiran dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan analisis kelemahan
Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam
menghasilkan Karya Ilmiah untuk mencegah dan menanggulangi kepengarangan
yang tidak sah, menunjukkan berikut: a) kelemahan yuridis sebagai nilai dasar,
dimana pembentukan peraturan tanpa di dasari oleh adanya pendelegasian undang-
undang yang lebih tinggi; b) kelemahan substansi hukum (legal substance), tidak
terdapat sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak menerapkan peraturan; c)
kelemahan struktur hukum (legal structur), dimana seharusnya perguruan tinggi
yang tidak menindaklanjuti peraturan maka diberikan sanksi administrasi oleh
Mendikbudristek; d) kelemahan budaya hukum (legal culture), ketiadaan sanksi
terhadap perguruan tinggi yang tidak menindaklanjuti peraturan mengakibatkan
peraturan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Politik hukum terhadap
pelanggaran integritas akademik adalah dengan melakukan perubahan ketentuan
plagiat/jiplak menjadi pelanggaran integritas akademik yang terhadap Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian Peraturan
Pemerintah mengatur teknisnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
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Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam
Menghasilkan Karya Ilmiah dengan penambahan ketentuan sanksi terhadap
Perguruan Tinggi yang tidak menindaklanjuti peraturan tersebut.
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ABSTRACT

The thesis with the title "Juridical Analysis of Invalid Authorship in Minister of
Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 39 of
2021 concerning Academic Integrity in Producing Scientific Work" was
written by Frenty Oktasari, NIM. 126103201066, Constitutional Law
Study Program (HTN), Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor Dr. H. M. Darin
Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum.
Keywords: Illegal Authorship, Academic Integrity, Scientific Work
This research was motivated by the problems that researchers found in
the invalid authorship regulations in the Regulation of the Minister of Education,
Culture, Research and Technology Number 39 of 2021 concerning Academic
Integrity in Producing Scientific Work, where the regulations are still inadequate to
overcome the phenomenon of thesis jockeying so that it is hampered in its
implementation. Therefore, researchers are interested in studying and analyzing
illegal authorship regulations in Minister of Education, Culture, Research and
Technology Regulation Number 39 of 2021 concerning Academic Integrity in
Producing Scientific Work.
The formulation of the problem in this research is: 1) Is regulations in
Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 39
of 2021 concerning Academic Integrity in producing Scientific Work adequate to
prevent and overcome unauthorized authorship? 2) What is the construction of ideal
arrangements for violations of academic integrity and unauthorized authorship?
The method used in this research is a normative legal research method
with the main data source being statutory regulations. The data collection method
used is by reviewing archives or literature studies. Meanwhile, the data analysis
method is carried out by analyzing data using descriptive methods and analysis,
interpretation and drawing conclusions.
The results of the research show that after analyzing the weaknesses of
Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 39
of 2021 concerning Academic Integrity in producing Scientific Work to prevent
and overcome unauthorized authorship, it shows the following: a) the weakness of
juridical as a basic value, where the formation of regulations is without being based
on the delegation of law -higher law; b) weak legal substance, there are no sanctions
against universities that do not implement regulations; c) weaknesses in the legal
structure, where universities that do not follow up on regulations should be given
administrative sanctions by the Minister of Education and Research and
Technology; d) weakness of legal culture, the absence of sanctions against
universities that do not follow up on regulations, resulting in regulations not having
binding legal force. The legal policy regarding violations of academic integrity is
to change the provisions for plagiarism to become violations of academic integrity
in accordance with Law Number 20 of 2003 concerning the National Education
System and Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education. Then the
Government Regulation regulates the technicalities in the Minister of Education,
Culture, Research and Technology Regulation Number 39 of 2021 concerning
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Academic Integrity in Producing Scientific Work with the addition of provisions
for sanctions against universities that do not follow up on these regulations.
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